
BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pada analisis penulis terkait permasalahan tersebut dapat dijelaskan bahwa 

penggunaan alat bukti elektronik dalam Undang – Undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik terhadap KUHAP belum adanya terdapat kontradiktif. Namun 

penulis berpendapat bahwa seharusnya landasan hukum penggunaan alat 

bukti elektronik mengacu kepada satu aturan saja, sehingga kedepannya 

tidak menimbulkan adanya pro dan kontra mengenai kekuatan hukumnya. 

2. Agar tidak menimbulkan keraguan dalam menentukan apakah alat bukti 

elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri atau merupakan bagian 

dari alat bukti petunjuk, maka dari itu dengan berdasarkan beberapa alasan 

yang timbul membuat Rancangan Undang – Undang Kitab Undang – 

Undang Hukum Acara Pidana harus segera disahkan menjadi undang – 

undang. 

 

B. Saran 

   Sebagai bentuk partisipasi terhadap kemajuan penegakan hukum di 

Indonesia, maka adanya saran yang diajukan yaitu: 

1. Pembentuk undang – undang seharusnya lebih menjabarkan lagi mengenai 

digital forensik ke dalam suatu aturan agar mekanisme nya dapat 

dijalankan secara jelas. 



2. Pembentuk undang – undang harus segera mengesahkan Rancangan 

Undang – Undang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana 

menggantikan KUHAP yang berlaku saat ini. 

 

 


